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ABSTRAK 

 
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA  

DITINJAU DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE  

STUDI PADA DESA KUTOARJO 

 
Oleh: 

 

ANISSA NUR ANFAL 

NPM: 2203020004 

 

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu instrument penting dalam 

mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam 

pelaksanaannya, pemerintah desa dituntut menerapkan prinsip good governance 

agar pengelolaan dana desa berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Desa 

Kutoarjo sebagai salah satu penerima dana desa setiap tahunnya memiliki 

tanggung jawab besar dalam memastikan dana desa dikelola secara tepat sasaran 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam 

pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif good governance di Desa Kutoarjo, 

Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara dengan aparatur desa, BPD, dan masyarakat serta didukung 

dokumentasi terkait pengelolaan dana desa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kutoarjo telah 

melaksanakan pengelolaan dana desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip 

transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran, akuntabilitas 

melalui sistem pelaporan keuangan yang terstruktur, serta partisipasi masyarakat 

dalam musyawarah desa. Meskipun demikian, seluruh aspirasi warga belum dapat 

direalisasian karena kebijakan prioritas dari pemerintah pusat. 

           

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Good Governance, Peran Pemerintah Desa 
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MOTTO 

                        

                        

          

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaika amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu 

tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik 

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”, (Q.S. An-

Nisa ayat: 58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengelolaan pemerintahan di tingkat desa memiliki posisi yang penting 

dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sebagai unit pemerintahan yang 

bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa memegang peranan dalam 

mengatur dan mengurus berbagai kepentingan publik, termasuk dalam 

pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai 

kedudukan dan kewenangan desa menjadi dasar penting dalam melihat 

bagaimana tata kelola pemerintahan desa dijalankan. 

Desa merupakan entitas pemerintahan terendah dalam struktur 

administrasi Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas akses wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa 

masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
1
. Definisi 

ini menegaskan bahwa desa bukan sekedar wilayah administrative, tetapi juga 

unit sosial yang memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta 

pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

                                                      
1
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1) 
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Penguatan kewenangan desa kemudian diperkuat melalui adanya 

kebijakan dana desa yang mulai bergulir sejak tahun 2015. Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari APBN, 

dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan 

kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengurangi kesenjangan 

pembangunan antarwilayah.
2
 

Besarnya alokasi dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya 

menjadikan pengelolaan APBDes sebagai aspek yang sangat krusial dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelolaan tersebut tidak hanya 

menyangkut penyerapan anggaran, tetapi juga bagaimana perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dilakukan secara efektif 

dan efisien. Dalam praktiknya, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian 

antara perencanaan dan realisasi anggaran pada beberapa bidang kegiatan, 

yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memerlukan pengawasan 

dan penguatan tata kelola yang lebih optimal. 

Dalam praktiknya, pengelolaan dana desa di berbagai wilayah di 

Indonesia belum sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu isu yang kerap 

muncul adalah keterbukaan informasi yang belum seragam antar desa. 

Kualitas pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

aparatur dalam menyusun laporan keuangan yang jelas, mudah diakses, dan 

                                                      
2
 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 



3 

 

 

sesuai regulasi. Keterbatasan kapasitas administrasi seringkali menjadi faktor 

yang menghambat terciptanya tata kelola yang transparan.
3
 

Akses masyarakat terhadap informasi penggunaan dana desa juga masih 

belum merata. Beberapa desa belum memiliki mekanisme informasi publik 

yang efektif, sehingga masyarakat sulit mengetahui alokasi, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban anggaran desa. Kurangnya akses informasi tersebut dapat 

menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan, padahal keterlibatan 

warga menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel 

dan responsif.  

Selain keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan dan pengawasan anggaran juga menjadi indikator penting dalam 

menilai kualitas tata kelola desa. Namun demikian, tingkat kehadiran dan 

keterlibatan aktif masyarakat dalam forum musyawarah desa belum 

sepenuhnya merata. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas pengambilan 

keputusan, terutama dalam menentukan prioritas program yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. 

Upaya memperbaiki tata Kelola desa tidak hanya berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas 

pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. Penerapan good governance 

mendorong desa untuk memperkuat transparansi melalui publikasi dokumen 

perencanaan, meningkatkan partisipasi warga dalam musyawarah desa, serta 

membangun mekanisme evaluasi yang lebih terukur. Penerapan prinsip 

                                                      
3
 Alvin, F. A. (2025). Principles of Village Fund Management with Good Governance. 

Airlangga Development Journal, 9(1), 8–20. https://doi.org/10.20473/adj.v9i1.60293 
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tersebut menjadi relevan untuk memastikan desa menjalankan kewenangannya 

secara efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain itu, 

penerapan tata kelola yang baik juga membantu desa meminimalkan potensi 

penyimpangan anggaran dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah desa. Dengan tata Kelola yang semakin tertata, pembangunan desa 

dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan.
4
 

Pemerintah desa memegang peranan utama dalam keseluruhan siklus 

pengelolaan dana desa. Kualitas kinerja kepala desa dan perangkat desa 

menentukan keberhasilan pembangunan, terutama dalam hal partisipasi 

masyarakat, ketepatan penyaluran dana, dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban. Kemampuan teknis aparatur desa serta komitmen 

terhadap keterbukaan menjadi faktor penting dalam menciptakan tata Kelola 

yang efektif dan berdaya guna. Dengan demikian, peran pemerintah desa 

menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pengelolaan dana 

desa
5
.  

Desa Kutoarjo di Kabupaten Pesawaran merupakan entitas 

pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Desa Kutoarjo dituntut 

untuk mampu mengelola dana desa secara transparan, partisipatif, dan sesuai 

kebutuhan warganya. Kebijakan dana desa memberikan peluang bagi desa ini 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengembangkan infrastruktur, 

                                                      
4
 Riska Gustani dan Hertanto, “Implementasi Prinsip Good Governane  dalam Tata Kelola 

Pemerintahan Desa,” Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) 

Volume 7, Nomor 1 (2024), https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.9570. 
5
 Dedi Sukmayadi dan Sri Pancawati Martiningsih, “Analisi Tata Kelola Alokasi Dana 

Desa: (Studi Kasus Pada Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah),” 

Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial 10, no. 2 (2025): 442–52, 

https://doi.org/10.36636/dialektika.v10i2.7176. 
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serta mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun, efektivitas 

program di Kutoarjo tetap bergantung pada kemampuan aparatur, keterbukaan 

anggaran, dan partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, fokus analisis 

good governance  dibatasi pada tiga prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, 

dan partisipasi. 

Untuk memahami bagaimana pengelolaan desa berjalan di lapangan, 

peneliti melakukan pra-survey di Desa Kutoarjo. Hasil pra-survey 

menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa setiap tahunnya melibatkan 

anggaran yang cukup besar dengan berbagai program pada beberapa bidang 

kegiatan. Selain itu, terdapat perbedaan antara anggaran yang direncanakan 

dan realisasi pada sejumlah kegiatan yang menunjukkan adanya dinamika 

dalam pelaksanaan program desa. 

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris Desa Kutoarjo APBDes 

Desa Kutoarjo dialokasikan ke dalam beberapa bidang utama, yaitu 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan 

bencana dan keadaan darurat
6
. Proporsi terbesar cenderung berada pada 

bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan fisik. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran desa masih didominasi oleh 

kebutuhan operasional dan pembangunan infrastruktur, sehingga penting 

untuk melihat sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaannya. 

                                                      
6
 Wawancara dengan Bapak Sujono selaku Sekretaris Desa Kutoarjo, pada tanggal 2 

Desember 2025 
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Data APBDes Desa Kutoarjo menunjukkan adanya selisih antara 

anggaran dan realisasi pada beberapa bidang kegiatan dalam dua tahun 

terakhir. Pada tahun 2023, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

dianggarkan sebesar Rp723.036.804 dan direalisasikan sebesar 

Rp763.428.500, sehingga terdapat selisih sebesar Rp40.396.852. 

Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2024, Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa dianggarkan sebesar Rp365.428.500, namun realisasinya 

mencapai Rp561.595.715, sehingga terdapat selisih sebesar Rp196.167.000. 

Selisih yang relatif besar ini menunjukkan adanya perbedaan antara 

perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang perlu dikaji lebih lanjut, 

khususnya dalam kaitannya dengan mekanisme pengawasan, 

pertanggungjawaban, serta efektivitas penggunaan dana desa dalam perspektif 

transparansi dan akuntabilitas. 

Perbedaan antara anggaran dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa 

pengelolaan dana desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, 

tetapi juga menyangkut efektivitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan 

program, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dijalankan oleh 

pemerintah desa. Selisih yang terjadi dalam dua tahun anggaran tersebut 

menjadi indikasi bahwa terdapat dinamika dalam pengelolaan APBDes yang 

perlu dianalisis lebih mendalam dalam kerangka good governance, khususnya 

pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. 

Berdasarkan gambaran awal tersebut, pengelolaan dana desa di Desa 

Kutoarjo menuntut peran aktif pemerintah desa dalam memastikan 
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keterbukaan informasi, pelaksanaan program yang tepat sasaran, serta 

pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat. Namun 

demikian, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam 

pengelolaan dana desa masih perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh 

mana prinsip-prinsip tersebut telah dilaksanakan secara optimal.  

Pelaksanaan dana desa di Desa Kutoarjo, seperti halnya di seluruh desa 

di Indonesia, akan menghasilkan capaian yang berbeda-beda tergantung pada 

kemampuan pengelolaannya. Keberhasilan pelaksanaan dana desa sangat 

dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan, 

khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Aparatur 

desa yang memiliki kompetensi, integritas, dan pemahaman terhadap prinsip 

good governance akan lebih mampu mengelola dana desa secara transparan, 

akuntabel, dan partisipatif. Sehingga program-program yang dibiayai oleh 

dana dapat berjalan efektif dan berdampak positif bagi pembangunan serta 

pemberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan dana 

desa di Desa Kutoarjo melibatkan anggaran yang cukup besar serta menuntut 

peran aktif pemerintah desa dalam setiap tahapan pengelolaannya. Namun, 

sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi diterapkan 

dalam pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo belum diketahui secara jelas. 

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran 

pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif good 

governance. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan 
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tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah dalam 

Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Perspektif Good Governance di Desa 

Kutoarjo Kabupaten Pesawaran”. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa 

Kutoarjo? 

2. Bagaimana pemerintah Desa Kutoarjo mewujudkan tiga prinsip good 

governance transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan 

dana desa? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di 

Desa Kutoarjo 

b. Menilai penerapan tiga prinsip good governance transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa ddi Desa 

Kutoarjo. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Teoritis: Menjadi referensi untuk pengembangan teori dan penelitian 

lebih lanjut terkait pengelolaan dana desa dan penerapan prinsip good 

governance  di tingkat desa 

b. Praktis: Memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas 

pengelolaan dana desa dan penerapan prinsip good governance serta 
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memberikan informasi yang jelas mengenai transparansi, akuntabilitas, 

dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa sehingga mendorong 

keterlibatan aktif warga. 

 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan merupakan studi sebelumnya yang dijadikan dasar 

untuk memperkuat dan menyempurnakan penelitian saat ini. Dari penelusuran 

terhadap berbagai jurnal yang berkaitan, terdapat beberapa penelitian yang 

membahas topik serupa tentang peran pemerintah dalam pengelolaan dana 

desa ditinjau dari perspektif good governance yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Penelitian Relevan 

No. 

Nama dan 

Judul 

Penelitian 

Variabel 
Indikator 

 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan 

dan 

Perbedaan 

Penelitian 

1. Rofi Ahmad 

dan Susilawati 

(2025) 

“Akuntabilitas, 

Trasnparansi, 

Partisipasi 

Masyarakat 

dan Efektivitas 

Pengelolaan 

Dana Desa”
7
 

Akuntabilitas, 

transparansi, 

partisipasi, 

masyarakat. 

Keputusan 

tertulis, 

ketersediaan 

informasi, 

usulan 

anggaran. 

Akuntabilitas 

tidak 

signifikan, 

sementara 

transparansi 

dan 

partisipasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

efektivitas 

pengelolaan 

dana desa. 

Persamaan 

membahas 

pengaruh 

akuntabilitas, 

transparansi, 

partisipasi 

terhadap 

pengelolaan 

dana desa. 

Perbedaan 

terdapat pada 

lokasi 

penelitian. 

2. Andini 

Setyaningrum, 

Maya 

Widyana, 

Akuntabilitas, 

transparansi, 

partisipasi, 

masyarakat, 

Pelaporan, 

mudah 

dipahami, 

keterlibatan 

Akuntabilitas 

dan 

transparansi 

berpengaruh 

Persamaan 

membahas 

pengaruh 

akuntabilitas, 

                                                      
7
 Rofi Ahmad dan Susilawati, “Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan 

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa,” JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) 11, no. 

2 (2025): 976–83, https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3954. 
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No. 

Nama dan 

Judul 

Penelitian 

Variabel 
Indikator 

 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan 

dan 

Perbedaan 

Penelitian 

Indra Lila 

(2024) 

“Pengaruh 

Akuntabilitas, 

Transparansi, 

dan Partisipasi 

Masyrakat 

terhadap 

Pengelolaan 

Dana Desa 

dalam 

Mewujudkan 

Good 

Governance
8
 

dan 

pengelolaan 

dana desa. 

masyarakat 

dalam 

perencanaan 

dan evaluasi. 

terhadap 

pengelolaan 

dana desa, 

sedangkan 

partisipasi 

tidak. 

transparansi, 

partisipasi 

terhadap 

pengelolaan 

dana desa. 

Perbedaan 

terdapat pada 

lokasi 

penelitian. 

3. Badrus Zaman 

dan Nurdiwaty 

(2020) 

“Penerapan 

Prinsip Good 

Governance 

dalam 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa (ADD)”
9
 

 

Akuntabilitas, 

transparansi, 

partisipasi. 

Keterbukaan 

informasi, 

pertanggungj

awaban 

anggaran, 

keterlibatan 

masyarakat. 

Penerapan 

prinsip Good 

Governance 

sudah 

berjalan 

(akuntabel, 

transparan, 

partisipatif), 

namun masih 

terdapat 

kendala 

teknis di 

lapangan. 

Persamaan 

membahas 

pengaruh 

akuntabilitas, 

transparansi, 

partisipasi 

terhadap 

pengelolaan 

dana desa. 

Perbedaan 

terdapat pada 

lokasi 

penelitian. 

                                                      
8
 Andini Setyaningrum., “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat 

terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance,” Jurnal Ilmiah 

Keuangan Akuntansi Bisnis 3, no. 3 (2024): 581–589, https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.104. 
9
 Badrus Zaman dan Diah Nurdiawaty, “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa   (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten 

Kediri),” Jurnal Penelitian Teori & Penerapan Akuntansi Vol. 5 No. 1 (Januari 2020): 65–84. 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Dana Desa 

1. Pengertian Dana Desa 

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang 

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat.
1
 

Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan 

negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan Prakarsa hak asal usul dan hak tradisional. Disamping itu, 

pemberian dana desa juga dimaksudkan untuk: 

a. Meningkatkan pelayanan publik desa. 

b. Memajukan perekonomian desa. 

c. Mengentaskan kemiskinan. 

d. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. 

e. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
2
. 

 

                                                      
1
 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang 

Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 ayat 8 
2
 Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk 

Kesejahteraan Rakyat, (Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Perimbangan Kauangan, 2019), 11. 
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2. Pengelolaan Dana Desa 

Pengelolaan dana desa merupakan serangkaian kegiatan sistematis 

yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Secara yuridis, 

pengelolaan ini harus berpedoman pada kerangka pengelolaan keuangan 

desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018
3
. Pengelolaan dana desa mencakup 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 

Setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan 

dana desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran keuangan 

desa.  Dalam praktiknya, desa dituntut untuk menyusun laporan keuangan 

secara tertib dan terbuka kepada masyarakat, sehingga setiap penggunaan 

dana dapat dipertanggungjawabkan
4
.  

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 

pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan dana desa adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

Pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa harus 

menggunakan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta 

                                                      
3
 “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa”  
4
 Wulandari dan Al-Amin, “Transparansi Pengelolaan Dana Desa: Evaluasi Kebijakan dan 

Implementasi,” Prosiding Seminar Nasional Indonesia Vol. 3 No. 2 (Juni 2025): 208–218. 
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dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Seluruh proses pengelolaan 

tersebut dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan direalisasikan 

melalui APBDes yang telah ditetapkan. Pengelolaan dana desa tersebut 

dikelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari 

sampai dengan 31 Desember
5
. 

Dana desa juga berperan sebagai stimulus bagi pertumbuhan 

ekonomi lokal melalui peningkatan infrastruktur dan pengembangan sektor 

produktif desa. Pemanfaatan dana desa untuk pengembangan usaha mikro 

dan kecil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta membuka 

lapangan kerja baru. Melalui perencanaan dan pengalokasian yang 

tertuang dalam APBDes, desa tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan 

dasar, tetapi juga menjadi dasar ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, 

sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan
6
.  

3. Tahapan Pengelolaan Dana Desa 

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terstruktur dan 

akuntabel, mengikuti rangkaian tahapan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Setiap tahap 

dirancang untuk memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran, 

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan 

                                                      
5
 Sri Wahyuni dan Darmawan Sriyanto, Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan  

Masyarakat (PT. Inovasi Pratama Internasional, 2023), 45. 
6
 Ahmad Wahyudi Zein dkk., “Peran Strategis Dana Desa dalam APBN: Meningkatkan 

Kesejahteraan  Masyarakat Desa,” Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi Volume. 

3, Nomor. 2 (Juni 2025): 204–13, https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i2.1425. 



14 

 

 

kerangka tahapan ini, pemerintah desa dapat menjalankan program 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara lebih efektif
7
 

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada 

masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditentukan. 

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari otonomi daerah, 

dengan tujuan agar masyarakat dapat memperoleh layanan tanpa kendala 

dalam mengakses informasi yang diperlukan, baik untuk layanan 

administratif maupun non-administratif. Dalam konteks pengelolaan dana 

desa peran ini kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Pemerintah desa, yang terdiri 

atas kepala desa, perangkat desa, dan badan musyawarah desa, memiliki 

peran penting dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Peran ini 

mencakup mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga 

pertanggungjawaban keuangan. Beberapa peran utama dapat dijelaskan 

sebagai berikut
8
:  

a. Tahap Perencanaan  

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan alokasi 

dana desa. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab utama dalam 

merencanakan dana desa berdasarkan kebutuhan dan prioritas desa. 

Proses ini muncul melalui penyusunan APBDes yang 

                                                      
7
 Antonius Hendrasan Jelahu dkk., “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Desa 

Sambi, Kabupaten Manggarai,” JAKUMA : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan 5, no. 1 

(2024): 55–64, https://doi.org/10.31967/jakuma.v5i1.1149. 
8
 Indrawati dkk., “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan  

Administrasi di Kantor Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta,” WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan 

Humaniora Volume 3, Nomor 2 (Mei 2025): 170–179, https://doi.org/10.62383/wissen.v3i2.738. 



15 

 

 

memperhitungkan berbagai aspek pembangunan, pemberdayaan 

masyarakat dan pelayanan publik. Melalui perencanaan partisipatif, 

pemerintah desa dapat menetapkan prioritas program yang tepat 

sasaran
9
. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan, penggunaan dan penyaluran dana desa 

dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam 

penyelengggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan 

desa. Pemerintah desa juga berperan sebagai komunikator yang efektif 

dalam membangun hubungan dengan berbagai pihak terkait dalam 

perencanaan pembangunan, sekaligus menjadi mediator dalam 

menyelesaikan konflik yang mungkin timbul selama proses tersebut. 

Sebagai integrator, pemerintah desa berupaya menyatukan berbagai 

kelompok dengan pandangan yang berbeda agar pembangunan desa 

dapat berjalan secara optimal. Untuk mendukung keterbukaan dan 

penyampaian informasi seara jelas kepada masyarakat, maka pada 

setiap pelaksanaan kegiatan wajib dilengkapi dengan papan informasi 

kegiatan
10

. 

 

                                                      
9
 Adie Dwiyanto Nurlukman dan Fadly Fadillah Said, “DinamikaPengelolaan Dana  Desa 

danPembangunan  Berbasis Prioritas Dalam  Penyusunan APBDes,” JSPG: Journal of Social 

Politics and Governance Vol.1 No.2 (Desember 2019): 80–98, 

https://doi.org/10.24076/JSPG.2019v1i2.186. 
10

 Amra, A., Roba, S., & Mubarak, B. (2025). Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam 

Pemerintah Desa: The Role Of Government And Community In Village Development. JADMENT: 

Journal of Administration and Development, 1(2), 122–133. 

https://doi.org/10.62085/jadment.v1i2.17 
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c. Tahap Pelaporan 

Pada tahapan pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan 

pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/walikota 

melalui camat. Laporan realisasi APBDesa semester pertama memuat 

informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

selama semester pertama yang dibandingkan dengan target dan 

anggaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan laporan tersebut, 

kepala desa mengompilasi seluruh laporan pelaksanaan kegiatan yang 

disusun oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) guna menghasilkan 

laporan realisasi APBDesa yang komprehensif sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah desa atas pelaksanaan anggaran 

d. Tahap Pertanggungjawaban  

Setelah melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, 

pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana 

desa secara transparan dan akuntabel. Pertanggungjawaban ini berupa 

laporan keuangan pelaksanaan desa dan struktur laporan 

penyelenggaraan desa dari setiap awal hingga akhir tahun. Tujuan 

laporan ini adalah agar kegiatan pemerintah desa sesuai dengan aturan 

yang berlaku
11

. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

2) Peraturan desa 

                                                      
11

 Sulpar dan Andi Indah Lestari, “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Desa Di Desa Pakeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang,” Axegnal: Tax and 

Economic Insights Journal Vol. 1 No. 1 (t.t.). 
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3) Laporan kekayaan milik desa 

4) Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk 

ke desa. 

 

B. Konsep Good Governance 

1. Pengertian Good Governance 

Good governance adalah sistem pemerintahan yang handal, 

pelayanan publik yang efisien, serta pemerintahan yang akuntabel terhadap 

publik. Good governance juga dapat diartikan sebagai suatu konsepsi 

tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata kepemerintahan yang baik 

juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan 

antar pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat
12

. Dalam konteks 

pemerintahan desa, good governance menjadi tolak ukur penting untuk 

menilai apakah pengelolaan dana ddesa dilakukan secara adil, transparan, 

dan berpihak kepada masyarakat, sekaligus memastikan bahwa 

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa dapat 

meningkatkan kesejaheraan warga desa secara berkelanjutan. 

Menurut Cadbury Commite of United Kingdom Good Governance 

adalah sistem peraturan yang  mengatur hubungan antara pemegang 

saham, pengelola, kreditur, karyawan, pemerintah, serta pemangku 

kepentingan internal dan eksternal lain yang berkaitan satu sama lain
13

. 

                                                      
12

 Khairudin dkk., Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di 

Indonesia (CV. Amerta Media, 2021), 13. 
13

 Mardi Candra, Birokrasi dan Good Governance (Jakarta: Kencana, 2024), 6. 
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Penyelenggaraan good governance menjadi salah satu tujuan dalam 

memperbaiki tata kelola pemerintahan, dibuatnya Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang desa menjadi wadah dalam mewujudkan good 

governance dan berpengaruh terhadap tingkat kesiapan aparaatur 

pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah desa memiliki 

peranan strategis dalam mendorong pembangunan serta memberikan 

pelayanan publik yang menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput.  

Seiring dengan semakin kompleksnya tuntutan masyarakat terhadap 

tata kelola yang lebih terbuka dan responsive, penerapan prinsip good 

governance menjadi kebutuhan mendesak. Transparansi, akuntabilitas, dan 

partisipasi bukan sekedar jargon administratif, tetapi menjadi pilar penting 

dalam membanguun kepercayaan publik serta mewujudkan pemerintahan 

desa yang efektif
14

.  

Secara khusus, penerapan good governance di pemerintahan 

bertujuan untuk tercapainya kondisi pemerintahan yang baik serta dapat 

menjamin kepentingan pelayanan publik yang adil dan merata pada 

seluruh warga masyarakat
15

. Di tingkat pemerintahan desa, prinsip ini juga 

berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi 

masyarakat dalam pemgelolaan dana desa, sehingga program 
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pembangunan dan pemberdayaan dapat berjalan efektif serta memberikan 

manfaat langsung bagi kesejahteraan warga.  

2. Prinsip-Prinsip Good Governance 

Prinsip good governance merupakan landasan penting  dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, termasuk dalam konteks 

pengelolaan dana desa. Prinsip-prinsip good governance menjadi salah 

satu usaha untuk melakukan inovasi baru yang nantinya akan berdampak 

pada kualitas pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya pengelolaan 

dana desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Prinsip-prinsip 

good governance memberikan pedoman yang kuat bagi pemerintah desa 

dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif dan 

berkelanjutan
16

.  

Dalam konteks pengelolaan dana desa, penerapan prinsip-prinsip ini 

sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan secara adil, transparan, 

dan partisipatif. Secara umum, tiga prinsip yang menjadi fokus utama 

dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. 

Berikut penjelasan masing-masing prinsip. 

a. Transparansi 

Transparansi adalah prinsip yang mengharuskan pemerintah untuk 

menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh 

                                                      
16

 Harjianto, H., & Sari, A. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh 
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masyarakat. Informasi tentang kebijakan dan proses pelayanan harus 

tersedia secara terbuka agar masyarakat dapat memahami dan 

mengakses layanan dengan mudah. Keterbukaan informasi sangat 

penting dalam memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh 

layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan
17

.  

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, yaitu 

Ketika seluruh proses pemerintahan dapat diakses oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan. Pemerintah desa harus menyediakan informasi 

terkait kebijakan, program, serta kegiatan secara terbuka agar 

masyarakat mampu memahami dan memantau jalannya pemerintahan. 

Keterbukaan ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa 

publik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat menilai 

kejelasan dan arah kebijakan yang dijalankan
18

.  

Selain itu, transparansi menuntut agar informasi yang 

disampaikan bersifat memadai, akurat, dan mudah dipahami oleh 

masyarakat. Ketersediaan informasi yang jelas memungkinkan 

masyarakat memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan serte 

memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 

Melalui arus informasi yang terbuka, pemerintah dapat memperkuat 

                                                      
17
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akuntabilitas serta membangun kepercayaan publik terhadap proses 

pengelolaan kebijakan dan keuangan sektor publik. 

Transparansi dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa 

indikator yang digunakan sebagai pedoman dalam memahami 

keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Indikator 

tersebut meliputi keterbukaan informasi terkait perencanaan dan 

realisasi anggaran desa, kemudahan akses masyarakat terhadap 

informasi pengelolaan dana desa, serta penyampaian informasi melalui 

forum musyawarah desa maupun media informasi publik desa.  

b. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah segala bentuk kegiatan atau program yang 

telah dilaksanakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dapat berbeda-beda 

tergantung dari pihak yang terkait. Akuntabilitas yang dilakukan oleh 

pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
19

.  

Akuntabilitas berarti para pembuat keputusan dalam 

pemerintahan, termasuk yang berasal dari sektor swasta maupun 

masyarakat sipil, memiliki kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan kepada 

publik serta para pemangku kepentingan. Di Desa Kutoarjo, prinsip ini 

tercermin dari bagaimana pemerintah desa menyampaikan laporan 

penggunaan dana desa, menjelaskan tujuan program, dan membuka 

                                                      
19
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ruang musyawarah agar masyarakat mengetahui serta menilai 

pelaksanaan kegiatan desa
20

.  

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, prinsip akuntabilitas 

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menegaskan bahwa 

pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, 

akuntabel, dan partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. 

Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan pelaksanaan 

APBDes, laporan realisasi anggaran, serta pertanggungjawaban kepala 

desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku
21

. 

Selain itu, tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja pemerintah 

dapat diukur melalui sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Dalam pedoman tersebut, capaian 

akuntabilitas diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori penilaian, 

yaitu AA (sangat memuaskan), A (memuaskan), BB (sangat baik), B 

(baik), CC (cukup), dan C (kurang), berdasarkan tingkat pemenuhan 

kriteria perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, 

serta evaluasi internal organisasi pemerintah
22

. 
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Akuntabilitas dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan indikator 

yang berkaitan dengan pertanggungjawaban oemerintah desa dalam 

pengelolaan dana desa. Indikator tersebut mencakup penyusunan 

laporan pertanggungjawaban keuangan desa, kesesuaian antara 

pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang tertuang dalam 

APBDes, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan yang  dilakukan 

oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat. 

Partisipasi  

Partisipasi adalah kegiatan memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk memberikan hak dalam menyampaikan pendapat 

yang menyangkut masyarakat. Keterlibatan masyarakat dibutuhkan 

untuk turut ikut serta dalam proses pemerintahan. Partisipasi 

masyarakat menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang demokratis karena memberikan ruang komunikasi 

antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan. 

Dengan memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

menyalurkan segala keinginan, aspirasi maupun harapan dalam proses 

pelayanan publik
23

.  

Partisipasi juga mendorong setiap warga untuk mempergunnakan 

haknya dalam menyampaikan pendapat pada proses pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dengan 
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adanya ruang untuk menyampaikan aspirasi tersebut, kebijakan yang 

ditetapkan dapat mencerminkan kebutuhan warga dan membantu 

pemerintah memahami prioritas yang benar-benar diinginkan 

masyarakat
24

. 

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dianalisis melalui 

indikator yang menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam proses 

pengelolaan dana desa. Indikator tersebut meliputi keterlibatan 

masyarakat dalam musyawarah desa, kesempatan masyarakat dalam 

menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan, serta peran 

masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program desa.  

 

C. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Standar Akuntansi 

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pengelolaan 

Dana Desa  

Pengelolaan dana desa tidak hanya berkaitan dengan proses 

perencanaan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga harus didukung oleh sistem 

pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku bagi entitas pemerintahan. Dalam konteks, pemerintahan 

desa, standar yang digunakan adalah Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) yang ditetapkan oleh pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Penerapan standar 

akuntansi ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa 
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yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan 

evaluasi kinerja pengelolaan keuangan desa
25

. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP digunakan oleh seluruh entitas 

pemerintahan, termasuk pemerintah desa, dalam menyusun laporan 

keuangan. Penerapan SAP dalam pengelolaan dana desa dimaksudkan agar 

informasi keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang andal, relevan, 

dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. 

Pengelolaan dana desa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan 

mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban. Setiap 

transaksi yang berkaitan dengan dana desa wajib dicatat secara sistematis 

dan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan agar penggunaan dana 

desa dapat dipantau, diawasi, serta dipertanggungjawabkan secara jelas. 

Penerpan standar ini menjadi penting untuk memastikan bahwa 

pengelolaan dana desa dilakukan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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2. Pelaporan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Standar Akuntansi 

Pemerintahan  

Pelaporan keuangan desa disusun dengan mengacu pada ketentuan 

SAP, khususnya PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA). Standar ini mengharuskan pemerintah desa untuk melaporkan 

seluruh realisasi pendapatan dan belanja berbasis kas, di mana setiap 

transaksi diakui saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas 

Desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat perbandingan yang 

jujur antara anggaran yang direncanakan dengan kenyataan di lapangan. 

Melalui penyajian laporan yang sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan tersebut, pemerintah desa tidak hanya memenuhi kewajiban 

regulasi, tetapi juga memperkuat pilar good governance dalam 

menciptakan tata kelola keuangan yang kredibel dan dapat dipercaya oleh 

publik
26

.  

Selain itu, pelaporan keuangan dana desa yang disusun berdasarkan 

Standar Akuntansi Pemerintahan berfungsi sebagai alat 

pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan pihak-pihak 

terkait. Laporan keuangan yang disajikan secara tepat waktu dan sesuai 

standar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan 

dana desa serta memudahkan proses pengawasan oleh pemerintah daerah 

dan lembaga pengawas lainnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (field 

research), yang mengharuskan peneliti mengumpulkan informasi secara 

langsung dari lokasi penelitian melalui interaksi dengan narasumber dan 

informan. Informasi ini didapat menggunakan beragam teknik 

pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan angket
1
. Pada 

penelitian ini, data diperoleh melalui metode wawancara serta 

pengumpulan dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran 

pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa serta penerapan prinsip 

good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi di Desa 

Kutoarjo. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah  deskriptif analisis, yang bertujuan untuk 

memaparkan secara jelas fenomena tertentu dengan data yang akurat yang 

dianalisis secara sistematis
2
. Penelitian deskriptif dapat disimpulkan 

sebagai pendekatan yang mengumpulkan gambaran dalam bentuk 

deskripsi bukan dalam bentuk angka dan selanjutnya memberikan 

gambaran serta penjelasan tentang pengelolaan dana desa dan peran 

pemerintah desa dalam penerapan prinsip good governance. 
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B. Sumber Data 

Sumber data adalah sisi penting dalam penelitian, karena sumber data 

memengaruhi tingkat keberhasilan suatu penelitian. Sumber data pada 

penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu
3
: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang digabungkan langsung dari sumber 

utama di lokasi atau objek penelitian. Metode pengambilan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang berarti 

informan dipilih berdasarkan kriteria spesifik yang relevan dengan tujuan 

penelitian. Informan terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara 

desa, dan anggota masyarakat. Wawancara dilakukan untuk menggali 

informasi terkait peran pemerintah desa, mekanisme pengelolaan dana 

desa, dan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang bersumber dari pihak tidak 

langsung dan berfungsi sebagai materi pendukung dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari dokumen tertulis, 

buku, dan jurnal yang relevan, dan APBDesa. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah bagian penting dalam penelitian, 

karena data menjadi fondasi utama dalam menjalankan penelitian. Penggunaan 
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Teknik yang tidak tepat dapat menyebabkan standar penelitian tidak tercapai
4
. 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa 

metode berikut:  

1. Wawancara  

Wawancara ialah diskusi tatap muka antara dua orang atau lebih 

dengan tujuan tertentu
5
. Jenis wawancara ada tiga yaitu: 

a. Wawancara tidak terstruktur merupakan jenis wawancara yang bersifat 

bebas, di mana responden dapat memberikan jawaban tanpa mengikuti 

pola atau arahan tertentu. 

b. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang diarahkan secara 

sistematis, dengan tujuan mengumpulkan data yang relevan saja.  

c. Wawancara campuran merupakan kombinasi antara wawancara 

terstruktur dan tidak terstruktur. 

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan wawancara campuran,  

yang menggabungkan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan 

tujuan untuk menggali informasi secara lebih komprehensif terkait 

permasalahan di lapangan. Objek wawancara pada penelitian ini adalah 

kepala desa, sekretaris desa, dan masyarakat. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah proses pengumpulan dokumen dan data yang 

dibutuhkan untuk penelitian lalu ditelaah
6
. Dokumentasi dilakukan dengan 

mengumpulkan dan menelaah dokumen tertulis yang relevan, seperti 
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APBDesa. Analisis dokumen membantu memverifikasi data dari 

wawancara dan memberikan bukti konkret mengenai peran pemerintah 

desa dalam pengelolaan dana desa. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, serta memaparkan secara 

sistematis fenomena yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di 

lapangan. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah desa dalam 

pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif good governance di Desa 

Kutoarjo. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis data. Adapun tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti 

sebagai berikut
7
: 

1. Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan 

dokumentasi. Data dan informasi yang diperoleh dari para informan, yaitu 

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Masyarakat. 

Kemudian disatukan dalam bentuk catatan penelitian. Catatan penelitian 

tersebut terdiri atas dua aspek, yaitu catatan deskriptif dan catatan reflektif. 

Catatan deskriptif merupakan catatan alami yang berisi hasil 

pengamatan dan wawancara yang mencatat secara apa adanya mengenai 

hal-hal yang didengar, dilihat, dan dialami oleh peneliti di lapangan tanpa 
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disertai penilaian. Sementara itu, catatan reflektif berisi kesan, komentar, 

serta tafsiran peneliti terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dan dokumentasi terkait pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo. 

2. Penyajian Data 

Tahap penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam 

memahami dan melihat gambaran hasil penelitian secara utuh. Data yang 

telah terkumpul kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk uraian 

naratif yang sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data 

disokuskan pada informasi yang berkaitan dengan peran pemerintah desa 

dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan, dan peertanggungjawaban, serta dikaitkan dengan 

prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, 

dan partisipasi. Dengan penyajian data ini peneliti dapat lebih mudah 

mengidentifikasi pola dan keterkaitan antar data yang diperoleh. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan Kesimpulan. 

Penarikan Kesimpulan dilakukan dengan cara menginterpretasikan data 

yang telah disajikan untuk menemukan makna, pola, serta keterkaitan 

antara data lapangan dengan teori yang digunakan. Pada tahap ini, peneliti 

mengerucutkan berbagai temuan penelitian dengan menyusun uraian data 

secara runut, logis, dan sistematis, sehingga menghasilkan kesimulan yang 

jelas mengenai peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa 

ditinjau dari perspektif good governance di Desa Kutoarjo. Kesimpulan 
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yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh 

serta memudahkan pembaca dalam menginterpretasikan hasil penelitian. 

 

E. Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi. Triangulasi merupakan konsep utama dalam metode penelitian 

kualitatif yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, validitas, dan 

kedalaman analisis data. Secara umum, triangulasi mengacu pada penggunaan 

berbagai pendekatan dalam mengumpulkan dan menganalisis data agar 

penelitian menghasilan temuan yang lebih kredibel dan dapat dipercaya
8
. 

Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang 

diperoleh dari berbagai informan penelitian. Informasi mengenai 

pengelolaan dana desa diperoleh dari kepala desa, sekretaris desa, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa. Perbandingan antar 

sumber dilakukan untuk mengetahui kesesuaian informasi yang diberikan 

oleh masing-masing informan. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang 

diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara 

dan dokumentasi. Data hasil wawancara ddengan informan dibandingkan 

                                                      
8
 Bambang Arianto, Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif (Borneo Novelty Publishing, 

2024), 92. 
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dengan dokumen pendukung seperti laporan realisasi anggaran guna 

memastikan konsistensi dan kebenaran informasi yang diperoleh. 

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu 

yang berbeda untuk melihat kestabilan informasi yang diberikan informan. 

Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak 

bersifat sementara atau dipengaruhi kondisi tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Kutoarjo 

Desa Kutoarjo merupakan sebuah padukuhan yang dipimpin oleh 

seorang Kamituo sejak tahun 1907-1987, masyarakat Desa Kutoarjo 

adalah orang-orang yang berasal dari Jawa Tengah. Pada waktu 

tranasmigrasi pertama di Indonesia tahun 1905 orang-orang Jawa datang 

ke Lampung dan menetap di Desa Bagelen hingga kini. Berawal dari 

keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan pemerintah 

yang lebih dekat dan lebih efektif maka, dibentuklah panitia pemekaran 

desa dah pada waktu itu juga langsung mengajukan permohonan 

pemekaran desa kepada pemerintah Kabupaten
1
. 

Pada tahun 1987 Desa Kutoarjo yang terdiri dari dua dusun yaitu 

Kutoarjo dan Dusun Jembangan memisahkan diri dari desa induk yaitu 

Desa Bagelen Kecamatan Geodng Tataan Kabupaten Lampung Selatan. 

Desa Kutoarjo pertama kali dipimpin oleh seorang kepala desa yaitu 

Bismo Pranoto selama 8 tahun. Dengan melewati berbagai proses yang 

sesuai dengan hukum yang berlaku dari mulai penentuan nama desa, 

pembagian wilayah, pembagian kekayaan desa, dll. Akhirnya pada tahun 

                                                      
1
 Profil Desa Kutoarjo Tahun 2022, diambil di kantor Desa Kutoarjo pada 20 November 

2025 
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1987 resmi menjadi desa sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 15 

Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa. 

 

2. Kondisi Geografis Desa Kutoarjo 

Desa Kutoarjo secara geografis terletak di bagian ujung barat 

Kabupaten Pesawaran dan berbatasan langsung dengan Kabupaten 

Pringsewu. Secara administrative, Desa Kutoarjo merupakan salah satu 

dari 19 desa yang berada di wilayah Kecamatan Gedong Tataan. Jarak 

Desa Kutoarjo dari ibukota kecamatan kurang lebih 7 kilometer, sehingga 

relative mudah dijangkau dari pusat pemerintahan kecamatan. Desa 

Kutoarjo memiliki luas wilayah 255 hektare, yang Sebagian besar 

dimanfaatkan untuk kegiatan pemukiman dan pertanian. Adapun luas 

areal persawahan di Desa Kutoarjo mencapai kurang lebih 7 hektare, yang 

menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat 

setempat. 

Secara administratif Desa Kutoarjo memiliki batas wilayah yaitu, 

sebelah utara berbatasan dengan Desa Karanganyar dan Desa Purworejo. 

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bagelen, sebelah Selatan 

berbatasan dengan Desa Gedong Tataan, dan sebelah barat berbatasan 

dengan Pekon Gadingrejo Timur
2
. 

 

 

 

 

                                                      
2
 Profil Desa Kutoarjo Tahun 2022, diambil di kantor Desa Kutoarjo pada 20 November 
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3. Kondisi Demografis Desa Kutoarjo 

Berdasarkan pemutakhiran data penduduk pada bulan November 

tahun 2022, jumlah penduduk Desa Kutoarjo berdasarkan jumlah kepala 

keluarga tercantum pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Kondisi Demografis Desa Kutoarjo 

Nama 

Dusun 
KK Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Kutoarjo I 367 621 595 1216 

Kutoarjo II 389 642 572 1214 

Kutoarjo III 206 325 327 652 

Jumlah 962 1588 1494 3082 

Sumber: Arsip Data Desa Kutoarjo 

 

B. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kutoarjo 

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa 

Perencanaaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana desa 

di Desa Kutoarjo. Pada tahap ini, pemerintah desa merumuskan renana 

penggunaan dana desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat 

desa agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan 

warga. Perencanaan dana desa di Desa Kutoarjo diawali dengan 

musyawarah dusun (musdus) yang dilaksanakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil dari musdus tersebut kemudian 

dibahas kembali dalam musyawarah desa (musdes) sebagai forum resmi 

untuk menampung aspirasi masyarakat dan menetapan skala prioritas 

kegiatan pembangunan desa.  

Musyawarah ini menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam 

menyampaikan usulan program, baik yang berkaitan dengan 
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pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Melalui forum 

ini, pemerintah desa bersama BPD dan perwakilan masyarakat 

menyepakati program-program yang dianggap paling mendesak dan 

bermanfaat bagi kepentingan bersama. 

Kepala Desa Kutoarjo menjelaskan bahwa proses perencanaan 

penggunaan dana desa dilakukan secara bertahap dan melibatkan aparatur 

desa serta lembaga desa. Hal ini disampaikan sebagai berikut: 

“Kalau proses perencanaan untuk penggunaan dana desa, desa kita 

melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama ada musdus yang 

dilakukan oleh BPD terus dilanjutkan ke tingkat desa yaitu musdes. 

Kita prioritaskan di desa, tetap BPD melaksanakan tugasnya. Yang 

kedua di jenjang musdes di situlah semua kegiatan nanti kita 

bareng-bareng bersama aparatur desa kita prioritaskan skalanya 

dalam arti yang jangka menengah dan jangka panjangnya.”
3
 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak 

menetapkan program secara sepihak, melainkan melalui mekanisme 

musyawarah yang melibatkan BPD, aparatur desa, serta perwakilan 

masyarakat.  Dengan adanya proses ini, setiap Keputusan yang diambil 

merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga dapat meminimalisir 

potensi konflik serta meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap 

program pembangunan desa.  

Selanjutnya, hasil musyawarah desa tidak berhenti pada tahap 

kesepakatan lisan, tetapi dituangkan ke dalam dokumen perencanaan desa 

sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran. 

Sekretaris Desa Kutoarjo menyampaikan bahwa proses perencanaan dana 

                                                      
3
 Wawancara dengan Bapak Suprastiyo selaku Kepala Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 

Desember 2025 
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desa disusun secara sistematis hingga menjadi bagian dari APBDes, 

sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 

“Untuk proses penyusunan dokumen perencanaan dana desa itu ada 

beberapa tahap, yang pertama adalah adanya musdus yang 

kemudian hasil dari musdus tersebut dimusyawarahkan kembali 

dalam musdes. Setelah musdes ada perwakilan masyarakat ataupun 

BPD dan juga nanti setelah perumusan dalam hasil musdes dari 

beberapa ajuan dan usulan masyarakat ditampung nanti 

dimasukkan lagi dalam musrenbangdes yang nantinya akan dimuat 

dalam RKPDes dan kemudian masuk ke dalam APBDes 

pembangunan untuk kegiatan satu tahun berjalan.”
4
 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa 

seluruh usulan masyarakat yang diperoleh dari musdus dan musdes akan 

diformulasikan kembali dalam musrenbangdes untuk kemudian 

dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). 

RKPDes ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai pedoman penggunaan 

dana desa pada tahun anggaran. 

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan juga diperkuat 

melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi 

warga desa. Ketua BPD secara aktif menyelenggarakan musyawarah desa 

untuk menampung aspirasi masyarakat sebelum ditetapkan menjadi 

program kerja pemerintah desa. Hal ini disampaikan sebagai berikut: 

“BPD itu badan pemerintah yang difasilitasi diberi tunjangan diberi 

operasional untuk menyelenggarakan musyawarah desa. Jadi kita 

yang menampung aspirasi setelah itu kita usulkan untuk rencana 

kerja pemerintah satu tahun ke depan. Misalnya tahun ini 

                                                      
4
 Wawancara dengan Bapak Sujono selaku Sekretaris Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 

Desember 2025 
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musyawarah desanya itu aspirasinya digunakan untuk program 

kerja tahun depan.”
5
 

 

Selain BPD, keterlibatan masyarakat umum dalam musyawarah 

desa juga berjalan secara rutin. Ketua RW Desa Kutoarjo, Suroto, 

menyampaikan bahwa dirinya selalu dilibatkan dalam musyawarah desa 

setiap tahun. Hal ini disampaikan sebagai berikut: 

“Iya saya mengetahuinya, pernah setiap tahun.”
6
 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa 

Kutoarjo tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga dilibatkan 

sejak awal dalam perencanaan penggunaan dana desa. Melalui forum 

musyawarah desa, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan 

kebutuhan pembangunan yang dianggap penting bagi lingkungan mereka. 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip partisipasi 

dalam pengelolaan dana desa, dimana masyarakat diberikan kesempatan 

uuntuk terlibat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan 

desa. Keterlibatan masyarakat sejak tahap awal perencanaan menjadi 

indikator bahwa pemerintah desa berupaya menjalankan tata kelola 

pemerintahan yang partisipatif sesuai dengan prinsip good governance. 

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua aspirasi 

masyarakat dapat langsung direalisasikan karena adanya kebijakan 

prioritas dari pemerintah pusat. Ketua BPD Rizal Triasdi menjelaskan: 

                                                      
5
 Wawancara Dengan Bapak Rizal Triasdi Sebagai Ketua BPD Desa Kutoarjo, Pada 6 

Januari 2026 
6
 Wawancara Dengan Bapak Suroto Sebagai Ketua RW di Desa Kutoarjo, Pada 6 Januari 

2026 
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“Ini yang menjadi polemik, mungkin bukan hanya di Desa 

Kutoarjo karena ada beberapa. Misal BPD menyelenggarakan 

musdes kemudian menampung aspirasi nah ini ada beberapa 

aspirasi yang mungkin menurut pemerintah belum menjadi skala 

prioritas. Jadi belum bisa direalisasi sedangkan pemerintah sendiri 

mengeluarkan dana desa itu dengan aturan tentunya aturan dari 

mereka sesuai dengan Perpres kalo ga salah ada keputusan 

presidennya itu.”
7
 

 

Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dana desa di Desa 

Kutoarjo merupakan hasil kompromi antara aspirasi masyarakat dan 

kebijakan regulatif yang mengatur penggunaan dana desa. Meskipun 

mekanisme partisipasi telah berjalan, tidak seluruh aspirasi masyarakat 

dapat direalisasikan karena adanya prioritas kebijakan dari pemerintah 

pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat 

bersifat lebih konsulatif dan belum sepenuhnya menentukan arah 

kebijakan pembangunan desa. 

Dengan demikian, perencanaan pengelolaan dana desa di Desa 

Kutoarjo telah dilakukan melalui mekanisme musyawarah berjenjang 

mulai dari musdus hingga musdes, yang melibatkan pemerintah desa, 

BPD, serta perwakilan masyarakat. Proses ini memungkinkan aspirasi 

masyarakat tersalurkan, meskipun dalam implementasinya tetap 

disesuaikan dengan ketentuan regulasi dana desa dari pemerintah pusat. 

 

2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa 

Pelaksanaan merupakan tahap lanjutan setelah perencanaan 

pengelolaan dana desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

                                                      
7
 Wawancara Dengan Bapak Rizal Triasdi Sebagai Ketua BPD Desa Kutoarjo, Pada 6 
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Belanja Desa (APBDes). Pada tahap ini, seluruh program dan kegiatan 

yang telah disepakati dalam musyawarah desa mulai direalisasikan oleh 

pemerintah desa. Pelaksanaan dana desa di Desa Kutoarjo dilakukan 

dengan berpedoman pada hasil, kesepakatan musdes, dokumen 

perencanaan desa, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa merupakan 

hasil keputusan bersama antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. 

Kepala Desa Kutoarjo menjelaskan bahwa pelaksanaan program 

yang berusmber dari dana desa dilaksanakan berdasarkan kesepakatan 

yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa. Hal ini disampaikan 

sebagai berikut: 

“Sesuai dengan kesepakatan dalam musdes. Desa bersepakat sesuai 

dengan prioritas, dalam arti yang dibutuhkan oleh warga 

masyarakat keperuntukkannya dana desa tersebut. Karena sekarang 

ini banyak sekali aturan-aturannya.”
8
 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan 

pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang 

telah disepakati bersama. Pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai 

pelaksana program, tetapi juga menjaga koordinasi dengan BPD serta 

masyarakat agar kegiatan yanng berjalan tetap selaras dengan tujuan 

pembangunan desa. Selain itu, adanya berbagai regulasi terkait dana desa 

juga menjadi pedoman pemerintah desa dalam melaksanakan setiap 

kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

                                                      
8
 Wawancara dengan Bapak Suprastiyo selaku Kepala Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 

Desember 2025 
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Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, Kepala Desa memiliki 

peran sentral sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan 

desa. Kepala desa bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan 

dan penggunaan dana desa. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa sebagai 

berikut: 

“Kalau peran kepala desa karena kepala desa sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi jadi semua pertanggungjawaban yang ada di 

desa itu dilakukan oleh kepala desa. Karena kepala desa sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi jadi semua wewenang semua 

pertanggungjawaban dilakukan oleh kepala desa.”
9
 

 

Selain Kepala Desa, Sekretaris Desa juga memiliki peran penting 

dalam memastikan pelaksanaan pengelolaan dana desa berjalan sesuai 

dengan rencana. Sekretaris Desa Kutoarjo menyampaikan bahwa dirinya 

berperan dalam administrasi, verifikasi dokumen, serta pengawasan 

proses pelaksanaan dana desa. Hal ini disampaikan sebagai berikut: 

“Peran Sekretaris Desa di dalam administrasi pengelolaan dana 

desa yang pertama adalah sebagai tim penyusunan dokumen 

ataupun APBDes kemudian dalam administrasi itu sebagai tim 

verifikasi dalam pengelolaan dana desa. Selain itu Sekretaris Desa 

berperan aktif untuk mengawasi dan mengontrol proses 

pelaksanaan dana desa tersebut.”
10

 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Sekretaris Desa berperan 

dalam menjaga ketertiban administrasi pelaksanaan kegiatan serta 

memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan 

dan anggaran yang telah diterapkan. 

                                                      
9
 Wawancara dengan Bapak Suprastiyo selaku Kepala Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 

Desember 2025 
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 Wawancara dengan Bapak Sujono selaku Sekretaris Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 
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Dalam aspek teknis pengelolaan keuangan, Bendahara Desa 

Kutoarjo bertugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan, serta 

pengeluaran dana desa berdasarkan persetujuan Kepala Desa. Bendahara 

Desa menyampaikan: 

“Peran bendahara itu sendiri menerima, menyimpan, dan 

mengeluarkan atas persetujuan kepala desa. Kemudian melakukan 

pembukuan serta membuat pertanggungjawaban atas seluruh 

kegiatan dari dana desa itu sendiri.”
11

 
 

Bendahara menambahkan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan 

keuangan desa selama pelaksanaan mengacu pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). Hal ini memastikan setiap transaksi dana desa 

dilakukan sesuai regulasi pemerintah pusat maupun daerah, sekaligus 

menjadi dasar uuntuk pertanggungjawaban di tahap perikutnya. 

Bendahara menjelaskan: 

“Iya sudah, karna SAP kita setiap membuat rencana anggaran 

belanja itukan memang sudah melalui proses dan mengikuti 

regulasi pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten 

Pesawaran.”
12

 
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo berjalan sesuai 

rencana, terstruktur, dan sistematis, dengan peran Kepala Desa Sebagai 

pemimpin pelaksana, Sekretaris Desa sebagai pengawas administrasi, dan 

Bendahara Desa sebagai pengelola keuangan. Ketiganya memastikan 
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 Wawancara dengan Ibu Lili Suprihatin selaku Bendahara Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 

Desember 2025 
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 Wawancara dengan Ibu Lili Suprihatin selaku Bendahara Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 
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setiap kegiatan dana desa direalisasikan sesuai kesepakatan, dokumen 

perencanaan, dan regulasi yang berlaku. 

Pelaksanaan program dana desa juga dirasakan langsung oleh 

masyarakat Desa Kutoarjo. Ketua RW Desa Kutoarjo, Bapak Suroto, 

menyampaikan bahwa dirinya mengetahui adanya program-program yang 

bersumber dari dana desa melalui kegiatan yang berlangsung di desa. Hal 

ini disampaikan sebagai berikut: 

“Informasi dari aparatur pemerintahan desa dan juga kegiatan yang 

ada.”
13

 

 

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dana desa tidak 

hanya tercatat secara administrartif, tetapi juga dapat dilihat secara nyata 

oleh masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang 

dilakukan di desa. 

Namun demikian, adanya perbedaan antara anggaran dan realisasi 

pada beberapa bidang kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan 

anggaran masih memerlukan peningkatan efisiensi. Selisih realisasi yang 

cukup besar mengindikasikan adanya penyesuaian kegiatan selama 

pelaksanaan program sehingga efektivitas penggunaan anggaran perlu 

terus dievakuasi. 

Selain itu, masyarakat menilai bahwa Sebagian besar program dana 

desa telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan warga. Bapak Suroto 

menyampaikan: 
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 Wawancara Dengan Bapak Suroto Sebagai Ketua RW di Desa Kutoarjo, Pada 6 Januari 

2026 



45 

 

 

“Sudah sesuai namun masih banyak yang dibutuhkan masyarakat, 

mengingat ya namanya masyarakat banyak pasti banyak sekali 

harapan-harapan yang diinginkan. Contohnya seperti kegiatan 

masyarakat terutama pemberdayaan jadi untuk meningkatkan 

sumber daya masyarakat ini masih perlu banyak bimbingan dan 

pembinaan kegiatan.”
14

 

 

Senada dengan hal tersebut, Ibu Wagisah selaku kader PKK Desa 

Kutoarjo juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program dana desa 

telah berjalan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, meskipun 

belum seluruh kebutuhan warga dapat terpenuhi. Hal ini disampaikan 

sebagai berikut: 

“Sudah sesuai tapi belum terpenuhi semua karna banyak kebutuhan 

masyarakat.”
15

 

 

Di sisi lain, terdapat pula pandangan kritis dari Sekretaris BPD 

Desa Kutoarjo, Ibu Tri Asih, yang menilai bahwa dalam praktiknya masih 

terdapat program dana desa yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara 

optimal. Hal ini disampaika berikut: 

“Sebenernya sih kan kalo dana desa itu poin-poinnya melihat apa 

yang dibutuhkan masyarakat cuman kadang-kadang ada beberapa 

pada prakteknya ada dana desa yang sebenarnya ditujukan untuk 

masyarakat tapi kadang-kadang tidak dilaksanakan oleh pemerintah 

desanya.”
16

 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan 

dana desa di Desa Kutoarjo secara umum telah berjalan, masih terdapat 

                                                      
14

 Wawancara Dengan Bapak Suroto Sebagai Ketua RW di Desa Kutoarjo, Pada 6 Januari 

2026 
15

 Wawancara Dengan Ibu Wagisah Sebagai Kader PKK di Desa Kutoarjo, Pada 6 Januari 

2026 
16

 Wawancara Dengan Ibu Tri Asih Sebagai Sekretaris BPD di Desa Kutoarjo, Pada 6 

Januari 2026 
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beberapa catatan evaluatif dari masyarakat terkait realisasi program di 

lapangan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan 

pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo tidak hanya berlangsung secara 

administratif oleh pemerintah desa, tetapi juga terealisasi dalam bentuk 

kegiatan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Program-program 

yang bersumber dari dana desa telah dijalankan sesuai dengan 

musyawarah desa dan ketentuan yang berlaku. Meskipun sebagian besar 

kegiatan telah terlaksana sesuai kebutuhan warga, masih terdapat 

beberapa aspirasi masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi. Hal 

ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Kutoarjo berjalan 

cukup baik, namun tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan agar 

pelaksanaan program ke depan semakin tepat sasaran dan merata bagi 

seluruh masyarakat desa. 

 

3. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa 

Pelaporan merupakan tahap penting dalam pengelolaan dana desa 

karena menjadi sarana untuk mengevaluasi realisasi kegiatan dan 

penggunaan anggaran. Di Desa Kutoarjo, pelaporan dilakukan secara 

berjenjang dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan serta 

standar administrasi keuangan pemerintah desa. 

Sekretaris Desa Kutoarjo menjelaskan mekanisme pencatatan dan 

pelaporan yang dilakukan melalui aplikasi Siskeudes. Hal ini disampaikan 

sebagai berikut: 
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“Untuk mekanisme pencatatan dan pelaporan dana desa saat ini 

sudah menggunakan sistem aplikasi yang bernama Siskeudes,  itu 

sudah berjalan dari tahun 2017 sampai sekarang. Jadi segala 

pencatatan dan pelaporan itu sudah melalui sistem tersebut, artinya 

setiap kegiatan sudah ada dokumentasinya pelaporannya dan juga 

terkait dengan belanja dan sebagainya. Itu nota dan kwitansi harus 

dilengkapi untuk digunakan sebagai bahan pelaporan.”
17

 

 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap transaksi, pengeluaran, 

dan kegiatan yang dibiayai dana desa tercatat secara sistematis. Setiap 

bukti transaksi, seperti kwitansi, nota, dan dokumen pendukung lainnya, 

menjadi bahan utama dalam laporan sehingga memudahkan verifikasi 

oleh pihak internal maupunu pengawas eksternal. 

Bendahara memiliki peran teknis dalam pelaporan keuangan, 

memastikan semua pencatatan keuangan sesuai dengan alur administrasi 

yang telah ditetapkan dan mengikuti Standar Administrasi Pemerintahan 

(SAP). Hal ini disampaikan sebagai berikut: 

“Kalau untuk pencatatan dan pembukuan itu kita sekarang full 

sudah menggunakan aplikasi Siskeudes jadi semua itu sudah 

dikelola oleh sistem yang mengerjakan itu ada operatornya. Bagi 

alokasi dana desa maupun bagi hasil pajak itu sudah menggunakan 

sistem aplikasi Siskeudes.”
18

  

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses pencatatan 

dan pembukuan dana desa di Desa Kutoarjo telah dilakukan secara 

sistematis dan terkomputerisasi sesuai dengan standar administrasi 

keuangan desa. 

                                                      
17

 Wawancara dengan Bapak Sujono selaku Sekretaris Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 

Desember 2025 
18

 Wawancara dengan Ibu Lili Suprihatin selaku Bendahara Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 

Desember 2025 
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Pelaporan dana desa di Desa Kutoarjo tidak hanya dilakukan untuk 

memenuhi kewajiban administrasi kepada pemerintah di atasnya, tetapi 

juga diarahkan untuk memberikan keterbukaan informasi kepada 

masyarakat. Pemerintah desa memanfaatkan media informasi sederhana 

seperti papan pengumuman dan banner yang dipasang di balai desa agar 

masyarakat dapat mengetahui realisasi penggunaan dana desa setiap tahun 

anggaran.  

Ketua BPD Bapak Rizal Triasdi menjelaskan bahwa realisasi 

anggaran dana desa dipublikasikan kepada masyarakat setelah kegiatan 

berjalan. Hal ini disampaikan sebagai berikut: 

“Biasanya dipampang di balai desa dibanner, biasanya setelah 

realisasi kegiatan anggaran tahun berjalan itu dicetak jadi banner. 

Jadi bukan cuma saya sebagai BPD, artinya semua masyarakat itu 

punya hak untuk melihat realisasi anggaran tahun berjalan di balai 

desa tentunya.”
19

 

 

Pernyataan tersebut menunjukkn bahwa pemerintah desa telah 

menyediakan akses informasi yang terbuka mengenai penggunaan dana 

desa. Informasi yang dipublikasikan melalui banner tidak hanya dapat 

dilihat oleh aparatur desa atau BPD, tetapi juga oleh seluruuh masyarakat 

yang datang kebalai desa. Dengan adanya publikasi tersebut, masyarakat 

memiliki kesempatan untuk mengetahui peruntukkan dana desa sekaligus 

menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran. 

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dana desa tidak 

hanya bersifat internal melalui aplikasi Siskeudes, tetapi juga diperkuat 
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 Wawancara Dengan Bapak Rizal Triasdi Sebagai Ketua BPD Desa Kutoarjo, Pada 6 

Januari 2026 



49 

 

 

dengan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat. 

Keberadaan papan informasi dan banner yang dipasang di Lokasi strategis 

desa memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan desa 

tanpa harus meminta secara khusus kepada pemerintah desa. 

Publikasi informasi tersebut menunjukkan adanya upaya 

pemerintah dalam memenuhi prinsip transparansi, khususnya dalam aspek 

keterbukaan informasi publik. Penyampaian informasi melalui media 

visual memudahkan masyarakat memahami penggunaan dana desa serta 

memperkuat fungsi pengawasan sosial. 

Pemerintah Desa Kutoarjo juga menyusun laporan realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari 

kewajiban administrasi keuangan desa. Laporan ini menggambarkan 

perbandingan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi 

penggunaan dana desa dalam satu tahun anggaran. Adapun data realisasi 

APBDes Desa Kutoarjo Tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

Desa Kutoarjo Tahun 2023-2024 

Tahun 2023 2024 

Bidang Anggaran Realisasi 
Lebih/ 

Kurang 
Anggaran Realisasi 

Lebih/ 

Kurang 

Bidang 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa 

723.036.804 763.036.656 40.396.852 807.032.364 834.961.715 27.929.351 

Bidang 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Desa 

405.373.500 415.317.000 9.943.500 365.428.500 561.595.715 196.167.000 

Bidang Pembinaan 

Masyarakat 
87.355.000 73.037.000 14.318.000 125.948.500 95.448.500 30.500.000 

Bidang 157.095.000 148.220.000 8.875.500 126.837.500 125.337.500 1.500.000 
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Pemberdayaan 

Masyarakat 

Bidang 

Penanggulangan 

Bencana, Darurat, 

dan Mendesak desa 

118.000.000 118.000.000 0.00 118.000.000 108.000.000 10.000.000 

Sumber: Bendahara Desa Kutoarjo 

Berdasarkan laporan realisasi APBDes tersebut, pelaporan dana 

desa di Desa Kutoarjo memuat informasi mengenai alokasi anggaran dan 

realisasi pelaksanaan program pada setiap bidang kegiatan. Laporan ini 

menjadi catatan administratif atas pelaksanaan pengelolaan dana desa 

selama satu tahun anggaran serta menjadi dasar dalam penyusunan 

laporan pada tahap berikutnya.  

 

4. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa 

Tahap terakhir dalam pengelolaan dana desa adalah 

pertanggungjawaban. Tahap ini dilakukan setela seluruh kegiatan yang 

direncanakan dan dilaksanakan menggunakan dana desa selesai 

direalisasikan. Pertanggugjawaban bertujuan untuk memastikan bahwa 

penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku serta dapat diawasi oleh pihak yang berwenang. 

Melalui tahap ini, pemerintah desa menyusun laporan dan bukti 

pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab penggunaan dana 

desa yang telah direalisasikan selama satu tahun anggaran. 

Kepala Desa Kutoarjo menjelaskan bahwa bentuk 

pertaggungjawaban pemerintah desa dilakukan secara berjenjang. Hal ini 

disampaikan sebagai berikut: 
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“Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang kita 

laksanakan setiap tahunnya pertanggungjawaban pemerintah desa 

yang kita laksanakan setiap tahunnya dilaksanakan secara 

berjenjang karena dana desa kan turunnya dua tahap. Alhamdulillah 

setiap termin turun langsung diverifikasi dari pihak kecamatan 

nanti kalau akhir atau awal tahun baru dari pihak inspektorat yang 

turun tapi semua itu dilaksanakan dulu oleh pihak kecamatan untuk 

memonitoring. Pihak kecamatan datang ke desa untuk 

memonitoring kegiatan tsb memang sudah dilaksanakan atau 

belum.”
20

 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebelum laporan 

pertanggungjawaban diperiksa oleh inspektorat, terlebih dahulu dilakukan 

monitoring dan verifikasi oleh pihakk kecamatan. Proses ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa realisasi kegiatan yang dilaporkan telah sesuai 

dengan kondisi lapangan. Setelah proses verifikasi tingkat kecamatan, 

pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun 

kepada pihak kabupaten sebagai bentuk pelaporan resmi penggunaan dana 

desa. Laporan tersebut memuat informasi realisasi pendapatan, belanja, 

serta pembiayaan desa yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 

berjalan, disertai bukti-bukti pelaksanaan kegiatan. 

Melalui mekanisme pertanggungjawaban yang berjenjang ini, 

pemerintah desa dituntut untuk menyusun laporan secara tepat waktu dan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses 

pertanggungjawaban tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi 

juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program desa yang 

telah dijalankan. 
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 Wawancara dengan Bapak Suprastiyo selaku Kepala Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 

Desember 2025 



52 

 

 

Mekanisme verifikasi oleh kecamatan serta pemeriksaan 

inspektorat menunjukkan adanya sistem pengawasan yang mendukung 

penerapan prinsip akuntabilitas. Proses ini memastikan bahwa setiap 

penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif 

maupun substantif sesuai regulasi pengelolaan keuangan desa. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa  Kutoarjo 

dilaksanakana melalui penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan 

laporan keuangan, dilanjutkan dengan verifikasi oleh pihak kecamatan, 

serta pemeriksaan oleh inspektorat. Mekanisme ini memastikan bahwa 

penggunaan dana desa telah sesuai dengan perencanaan dan realisasi 

kegiatan dilapangan. 

 

C. Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau 

dari Perspektif Good Governance di Desa Kutoarjo 

1. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa 

Transparansi merupakan prinsip utama dalam good governance yang 

menuntut adanya keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi 

kepada publik, khususnya terkait kebijakan dan pengelolaan keuangan. 

Transparansi bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui, mengakses, 

serta memahami bagaimana dana publik dikelola, sehingga dapat 

mendorong terciptanya kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. 

Dalam pengelolaan dana desa, transparansi menjadi penting karena dana 
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desa bersumber dari anggaran negara yang diperuntukkan bagi 

kesejahteraan masyarakat desa. 

Di Desa Kutoarjo, transparansi pengelolaan dana desa diwujudkan 

melalui penyampaian informasi kepada masyarakat sejak tahap 

perencanaan hingga pelaporan realisasi anggaran. Pemerintah desa 

menyampaikan rencana penggunaan dana desa dalam forum musyawarah 

desa, sehingga masyarakat mengetahui arah kebijakan pembangunan desa. 

Selain itu, pemerintah desa juga mempublikasikan informasi APBDes serta 

realisasi penggunaan dana desa melalui media informasi yang mudah 

diakses oleh masyarakat. 

Kepala Desa Kutoarjo menjelaskan bahwa salah satu bentuk 

transparansi yang dilakukan pemerintah desa adalah dengan memasang 

banner APBDes di depan balai desa. Langkah ini bertujuan agar 

masyarakat dapat melihat secara langsung peruntukkan dana desa setiap 

tahun anggaran. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berusaha 

membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait 

penggunaan dana desa. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sekretaris Desa yang 

menyampaikan bahwa informasi penggunaan dana desa tidak hanya 

disampaikan dalam forum musyawarah, tetapi juga dipublikasikan melalui 

banner APBDes yang dicetak dari sistem keuangan desa. Melalui banner 

tersebut, masyarakat dapat mengetahui bidang-bidang kegiatan yang 

dibiayai dana desa. 
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Dari sisi masyarakat, Ketua BPD Bapak Rizal Triasdi menjelaskan 

bahwa realisasi anggaran dana desa dicetak dalam bentuk banner setelah 

kegiatan berjalan dan dipasang di balai desa agar dapat dilihat oleh seluruh 

masyarakat. Hal senada disampaikan Ketua RW Bapak Suroto yang 

menilai bahwa keterbukaan informasi dana desa sudah berjalan cukup baik 

dengan adanya papan informasi di depan balai desa. Ibu Wagisah selaku 

kader PKK juga menyampaikan bahwa informasi dana desa dapat 

diperoleh dari aparatur pemerintah desa. 

Namun, transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo belum 

sepenuhnya optimal. Sekretaris BPD Ibu Tri Asih menilai bahwa meskipun 

informasi terbuka dalam forum musyawarah, pada tahapan tertentu seperti 

proses pencairan dana masih dirasakan kurang terbuka. 

Publikasi APBDes, realisasi anggaran, serta perlibatan masyarakat 

dalam musyawarah menunjukkan bahwa transparansi telah diterapkan. 

Meski demikian, konsistensi keterbukaan informasi pada seluruh tahapan 

pengelolaan dana desa masih perlu ditingkatkan agar prinsip transparansi 

berjalan lebih efektif. 

Berdasarkan indikator transparansi dalam prinsip good governance, 

keterbukaan informasi dapat dinilai melalui ketersediaan informasi publik, 

kemudahan akses masyarakat terhadap informasi, serta kejelasan 

penyampaian informasi terkait pengelolaan anggaran. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kutoarjo telah menyediakan 

informasi melalui forum musyawarah desa dan media publikasi berupa 
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banner APBDes yang dapat diakses masyarakat secara langsung. Hal ini 

menunjukkan bahwa transparansi telah diterapkan dalam penyampaian 

informasi pengelolaan dana desa. Namun demikian, masih terdapat 

keterbatasan keterbukaan pada tahap tertentu, seperti proses pencairan 

dana dan akses informasi secara digital yang masih terbatas. Sehingga 

transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo dapat dikategorikan 

cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan konsistensi 

keterbukaan informasi pada seluruh tahapan pengelolaan dana desa. 

2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa 

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berkaitan dengan 

kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan setiap 

penggunaan anggaran kepada pemerintah di atasnya maupun kepada 

masyarakat. Di Desa Kutoarjo, akuntabilitas pengelolaan dana desa 

ditunjukkan melalui mekanisme pencatatan, pelaksanaan, pelaporan, serta 

pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan secara sistematis sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa seluruh proses pencatatan dan 

pelaporan dana desa telah menggunakan aplikasi Siskeudes. Setisp 

kegiatan disertai dokumen pendukung seperti nota, kwitansi, dan laporan 

kegiatan sebagai bahan pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah 

desa telah menerapkan sistem administrasi keuangan yang terstruktur 

untuk mendukung pertanggungjawaban penggunaan dana desa. 
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Bendahara Desa juga menyampaikan bahwa pencatatan dan 

pembukuan dana desa telah mengacu pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). Selain itu, laporan pertanggungjawaban pemerintah 

desa dilakukan secara berjenjang, dimulai dari verifikasi pihak kecamatan 

hingga pemeriksaan oleh inspektorat. Mekanisme ini menunjukkan adanya 

pengawasan formal terhadap pelaksanaan dan pelaporan dana desa. 

Dari sisi masyarakat, Ketua BPD Bapak Rizal Triasdi menilai bahwa 

dengan adanya sistem keuangan desa, penggunaan dana desa menjadi lebih 

transparan dan dapat dipantau. Hal ini memperkuat bahwa 

pertanggungjawaban pemerintah desa tidak hanya bersifat administratif, 

tetapi juga memungkinkan adanya kontrol sosial dari masyarakat. 

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di Desa Kutiarjo telah diterapkan melalui sistem 

pencatatan dan pelaporan yang sesuai regulasi serta mekanisme 

pengawasan berjenjang. Meskipun demikian, konsistensi dalam 

pelaksanaan dan ketepatan waktu pelaporan tetap perlu dijaga agar prinsip 

akuntabilitas berjalan lebih optimal. 

Selain pertanggungjawaban adminstratif, akuntabilitas juga dapat 

dinilai melalui capaian kinerja program pemerintah yang dilaksanakan 

pemerintah desa. Penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah pada 

umumnya mengacu pada prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), dimana keberhasilan pelaksanaan program diukur 

berdasarkan tingkat pencapaian target kegiatan. Berdasarkan Pedoman 
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Evaluasi AKIP dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, 

capaian akuntabilitas kinerja diklasifikasikan ke dalam kategori AA, A, 

BB, B, CC, dan C yang menunjukkan tingkat kualitas pemenuhan kriteria 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Selain itu, apabila dikaitkan dengan evaluasi akuntabilitas kinerja 

pemerintah, pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo telah 

menunjukkan adanya pertanggungjawaban yang jelas melalui pencatatan, 

pelaporan, dan mekanusme pengawasan berjenjang. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa akuntabilitas telah dijalankan pada aspek 

administratif dan prosedural. 

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa 

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam prinsip good 

governance, karena menjamin bahwa kebijakan dan program yang 

dijalankan pemerintah desa benar-benar berangkat dari kebutuhan warga. 

Dalam pengelolaan dana desa, partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai 

kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah, tetapi juga keterlibatan 

mereka dala memberikan usulan, menyampaikan aspirasi, serta ikut 

mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa. 

Di Desa Kutoarjo, partisipasi masyarakat terlihat sejak tahap 

perencanaan. Pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah dusun 

(musdus) untuk menampung aspirasi warga ditingkat dusun, yang 

kemudian dibahas kembali dalam musyawarah desa (musdes). Dalam 

forum tersebut, masyarakat bersama BPD dan aparatur desa 
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mendiskusikan kebutuhan pembangunan serta menentukan skala prioritas 

program yang akan dibiayai dana desa. Mekanisme ini menunjukkan 

bahwa masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dalam 

menentukan arah pembangunan desa. 

Peran BPD sebagai representasi masyarakat juga memperkuat 

partisipasi warga. Ketua BPD Bapak Rizal Triasdi menjelaskan bahwa 

BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat dan memfasilitasi 

musyawarah desa untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa. Hal ini 

menunjukkan bahwa jalur partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat 

langsung melalui kehadiran warga, tetapi juga melalui lembaga perwakilan 

desa. 

Selain dalam tahap perencanaan, partisipasi masyarakat juga terlihat 

dalam pengawasan pelaksanaan program. Ketua RW Bapak Suroto 

menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengetahui program-program 

dana desa melalui kegiatan pembangunan yang berlangsung di lapangan. 

Ibu Wagisah selaku kader PKK juga menyatakan bahwa dirinya pernah 

dilibatkan dalam musyawarah desa dan memperoleh informasi langsung 

dari aparatur desa. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak 

hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut mengikuti proses 

jalannya program desa. 

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan Sekretaris BPD Ibu Tri 

Asih menunjukkan bahwa pada praktiknya masih terdapat beberapa 

aspirasi masyarakat yang belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan 
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oleh adanya kebijakan prioritas tertentu dari pemerintah pusat yang 

mengharuskan desa mengalokasikan dana untuk program-program khusus. 

Kondisi ini berdampak pada belum terpenuhinya seluruh kebutuhan 

masyaralat yang diusulkan dalam musyawarah. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo telah berjalan 

melalui mekanisme musyawarah dan peran lembaga desa. Masyarakat 

diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta terlibat dalam 

proses perencanaan dan pengawasan. Namun, efektivitas partisipasi masih 

perlu ditingkatkan, khususnya dalam memastikan bahwa hasil musyawarah 

masyarakat dapat lebih banyak terakomodasi dalam pelaksanaan program 

dana desa. 

Kebaruan pada penelitian ini terletak pada analisis peran pemerintah 

desa dalam pengelolaan dana desa yang ditinjau secara menyeluruh 

melalui perspektif good governance, meliputi transparansi, akuntabilitas, 

dan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan dana desa, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti 

salah satu prinsip tata kelola atau berfokus pada aspek administratif 

keuangan, penelitian ini mengkaji praktik tata Kelola secara langsung 

berdasarkan kondisi empiris di Desa Kutoarjo. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran 

Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Perspektif Good 

Governance Studi pada Desa Kutoarjo, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemerintah Desa Kutoarjo telah menjalankan perannya dalam pengelolaan 

dana desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah dusun dan 

musyawarah desa yang melibatkan aparatur desa, BPD, dan perwakilan 

masyarakat. Tahap pelaksanaan dijalankan oleh kepala desa sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi, didukung oleh sekretaris desa dalam 

administrasi serta bendahara desa dalam pengelolaan keuangan. 

Selanjutnya, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan melalui 

penyusunan laporan realisasi APBDes dan penggunaan aplikasi Siskeudes 

sebagai sistem pencatatan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara administratif dan struktural, pengelolaan dana desa di Desa 

Kutoarjo telah berjalan tertib dan sesuai regulasi. 

2. Penerapan prinsip good governance yang meliputi transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa 

Kutoarjo telah terlaksana cukup baik. Transparansi diwujudkam melalui 



61 

 

 

penyampaian informasi anggaran dan realisasi dana desa kepada 

masyarakat melalui musyawarah desa serta papan informasi publik. 

Akuntabilitas terlihat dari adanya sistem pencatatan dan pelaporan 

keuangan yang terstruktur serta mekanisme pertanggungjawaban 

berjenjang kepada kecamatan dan inspektorat. Sementara itu, partisipasi 

masyarakat tampak melalui keterlibatan warga dalam forum musyawarah 

desa untuk menyampaikan aspirasi pembangunan. Meskipun demikian, 

masih terdapat beberapa keterbatasan, seperti belum optimalnya 

pemahaman masyarakat terhadap informasi anggaran serta belum seluruh 

aspirasi warga dapat direalisasikan karena adanya kebijakan prioritas dari 

pemerintah pusat. Dengan demikian, pengelolaan dana desa di Desa 

Kutoarjo telah mengarah pada praktik pemerintahan yang baik, namun 

tetap memerlukan peningkatan berkelanjutan agar manfaat dana desa dapat 

dirasakan lebih merata oleh masyarakat. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah Desa Kutoarjo diharapkan dapat terus meningkatkan 

keterbukaan informasi dan kualitas penyampaian laporan pengelolaan dana 

desa kepada masyarakat, baik melalui forum musyawarah maupun media 

informasi publik desa, agar pemahaman masyarakat terhadap anggaran dan 

realisasi dana desa semakin baik serta mendorong terciptanya transparansi 

yang lebih optimal. Sebagai solusi, peneliti menyarankan agar pemerintah 

desa menyampaikan informasi pengelolaan dana desa menggunakan media 

informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. 
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2. Pemerintah desa bersama BPD perlu memperkuat upaya peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, 

khususnya dalam perencanaan dan pengawasan program, sehingga aspirasi 

warga dapat lebih banyak terakomodasi dan pelaksanaan dana desa benar-

benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai solusi, peneliti 

menyarankan peningkatan sosialisasi dan pemberian ruang diskusi yang 

lebih terbuka bagi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa. 
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